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LEBONG - Kementerian Dalam
Megeri (Kemendagri) memerintahkan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Lebong mencabut gugatan tapal batas
dengan Benglulu Utara di Mahkamah
Konstitusi (MEK).

Perintah it terutang dalam Surat
Kemendagri yang ditandatangani oleh,
Mendagri, Muhammad Tito Kamavian.

Surat yang ditujukan langsung ke-
pada Bupati Lebong ini, bernomor
100.4.11./3537/8] perihal Perintah
Pencabutan Pengujian Undang-Un-
dang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomaor 4 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan
Diaerah Tinghat] Sumatera Selata Sebagai
Undang-Undang.

Tertuang dalam Surat Kemendagri No-
mor 100.4.11./3537/5] berisikan 5 poin
yang ditujukan kepada Bupati Lebong.

Dalam poin ke lima, Mendagri
memerintahkan Bupati Lebong, agar
mencabut permohonan pengujian
materil Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1959 tentang Penetapan Un-
dang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor
5 Tahun 1956 dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pem-
bentukan Daerah Tingkat I Termasuk
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selata Sebagai
Undang-Undang di MK.

“Memperhatikan hal- hal tersebut di

atas, diperintahkan kepada saurada
untuk mecabut permohonan pengu-

jian materi Undang-Undang tersebut
paling lambat 7 hari setelah surat ini
diterima untuk kemudian dilakukan
penyelesaian di internal lembaga
pemerintahan,” tulis Mendagri di-
kutip dari Surat Mendagri, Nomor
100.4.11./3537/5].

Dikonfirmasi Minggu, 11 Agustus
2024, Penjabat (Pj) Sekda Lebong,
Mahmud Siam, SP,, MM mengakutelah
menerima surat Mendagri tersebut.

“Iya, benar kami sudah menerima
surat itu (Surat Mendagri Nomor
100.4.11./3537/5], red),” kata Mahmud
Siam.

Mahmud Siam mengaku, Pemerintah
Kabupaten Lebong tidak permah mem-
bantah apalagi mengabaikan perintah
yang diberikan Mendagri.

Aras perintah pencabutan gugatan
di MK itu, Mahmud Siam mengaku,
saatini pencabutan gugatan itu masih
diproses.

“Dapat saya katakan bahwa Pemkah
Lebong tidak pernah membantah
perintah Mendagri," tegasnya.

Dijelaskan Mahmud Siam, untuk
proses mencabut gugatan tapal batas
di MK, tidak bisa hanya dilakukan
oleh pihak ekselutif. Tetapi juga harus
dilakukan oleh pihak legislatif.

“Tetapi perintah yang diterima ini, ke
pihak legislatif sepertinya belum ada.
Dan sekarang kami sedang melalu-
kan komunikasi kepihak legislarif,"
uturnya.

Pada intinya, terang Mahmud Siam,
perintah pencabutan gugatan atau
uji materil Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956, Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IT Ter-
masuk Kotapraja Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat | Sumatera Selata
Sebagai Undang-Undang di MK, se-
dang diproses untuk dicabut, setelah
pihaknyaberkomunikasi dengan pihak
legislatif.

“0leh Karena itu, ini masih dalam
proses,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, sangketa
tapal batas antara Kabupaten Lebong
dan Kabupaten Benglulu Utara ber-
lanjut ke ME.

Pasalnya, dua kali mediasi yang
dilakukan antara Kabupaten Lebong
dan Kabupaten Benghulu Utara tidak
juga menemukan titik temu.

Seperti mediasi yang difasilitasi oleh
Gubernur Bengkulu, pada 6 Juni 2024
dan Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri), pada 14 Juni 2024.

Pada akhirnya, perkara tapal batas
ini dibawa ke MK, dengan harapan ada
kejelasan dalam perkara ini.

Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Bagian
(Kabag) Hukum, Sekretariat Daerah
(Setda) Pemkab Lebong, Zeka Eliya, SH
mengatakan, saat ini pihaknya masih
menunggu informasi terbaru terkait
gugatan perkara tapal batas di ME.

“Kita juga masih menunggu, apakah
akan ada sidang lanjutan, atau lang-
sung memasuki sidang putusan,” kata
Zeka.

Zeka yakin, gugatan yang sudah
pihaknya sampaikan ke MK akan di-
menangkan oleh Kabupaten Lebong.

Saat ini, masalah gugatan tapal batas
itu diserahkan sepenuhnya kepada
Ihza & Thza Law Firm selaku Kuasa
Hubkum Pemkab Lebong.

“Kita tunggu saja hasilnya seperti
apa. Namun kita optimis gugatan ini
akan kita menangkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan
Setda Pemkab Lebong, Herru Dana
Putra, SE, M.AK mengenai sidang di
MEK sepenuhnya diserahkan ke Kabag
Hulkum.

Untuk di bagian Pemeritahan, akan
menyiapkan semua dokumen dan
data-data yang diperlukan dalam
persidangan tersebut.

“Seperti apa tahapannya sekarang
kami juga masih menunggu. Jika ada
dokumen atau data yang diperlukan
tentu kami akan persiapkan,” ujarnya.
(eng)



